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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Menimbang

SK No 037532 A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33,

Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

. bahwa untuk memenuhi dinamika yang berkembang

di dunia internasional dan perkembangan hukum dalam
masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Perawuran Pelaksanaan
Urdang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian perlu diubah;

c. bahwa ...
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. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

Pasall. ..
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Pasal I

Beberapa  ketentuan dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa
tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas
yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari.

(2) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa
tinggal terbatas dalam rangka bekerja dapat berlaku
sebagai Izin Tinggal terbatas sesuai dengan jangka
waktu yang tercantum dalam Visa.

2. Ketentuan ayat {1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh)
tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2) Masa. ..
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(2) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi
anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh
melebihi ba*as wusia anak tersebut untuk
menyatakan memilih kewarganegaraannya.

(3) Batas wusia anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Menter1 atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama
4 (empoat) hari kerja sejak ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 terpenuhi.

(2) Batas waktu penerbitan Paspor biasa sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) beilaku juga terhadap
Paspor biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas
Luar Negeri.

Ketentuan Pasal 71 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
bertanggung jawab atas pengadaan blangko Paspor
biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

(2) Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas
pengadaan blangko Paspor diplomatik dan Paspor
dinas.

(3) Pengadaan . ..
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Pengadaan blangko Paspor biasa, Surat Perjalanan
Laksana Paspor, Paspor diplomatik, dan Paspor
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) merupakan dokumen negara yang memuat
informasi yang bersifat rahasia dapat dilakukan
melalui penunjukan langsung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pengadaan blangko Paspor biasa dan
Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Meinterl.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pengadaan blangko Paspor diplomatik
dan  Paspor dinas sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Luar Negeri.

Ketentuan ayat {1) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1

Pasal 106

Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada Orang
Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (2) pada saat kedatangan di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

(2) Visa. ..
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(2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Visa tinggal terbatas saat
kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam
rangka bekerja untuk waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(3) Permohonan Visa tinggal terbatas saat kedatangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan
oleh Penjamin.

(4) Visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat
diberikan setelah  permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri atau
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(5) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 142

(1) Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan
oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang
Asing.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diagjukan dengan mengisi aplikasi data dan
melampirkan persyaratan:

a. bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah
Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin
Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 ayat (1) huruf b meliputi:

1 surat. ..
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1. surat penjaminan dari Penjamin;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. fotokopi akta kelahiran,;

4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah

dari orang tua;

5. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau
ibu yang sah dan masih berlaku; dan

6. fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau
ibu yang masih berlaku.

bagi Orarg Asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 ayat (1) huruf e meliputi:

1. surat permohonan dari suami atau istri yang
warga negara Indonesia;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. dihapus;
4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;

5. fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan
dari kantor catatan sipil untuk pernikahan
vang dilangsungkan di luar negeri;

6. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau
istri warga negara Indonesia yang masih
berlaku; dan

7. fotokcpi kartu keluarga suami atau istri yang
warga negara Indonesia.

c. bagi. ..
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bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara
sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf f, yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan
belum kawin meliputi:

1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu
yang warga negara Indonesia;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. dihapus;
4. fotokopi akta kelahiran;

5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah

orang tua,

6. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu
warga negara Indonesia yang masih berlaku;
dan

7. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang
warga negara Indonesia.

bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e
meliputi:

1. surat penjaminan dari Penjamin;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. dihapus; dan

4. surat rekomendasi dari instansi dan/atau
lembaga pemerintahan terkait.

bagi Orang Asing yang menggabungkan diri

dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal

terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
ayat (2) huruf f meliputi:

1. surat. ..
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1. surat penjaminan dari Penjamin;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. dihapus;

4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
dan

5. fotokopi Izin Tinggal terbatas suami atau
istri.

bagi anak berkewarganegaraan asing yang

menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu

warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 ayat (2) huruf g meliputi:

1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu
yang warga negara Indonesia;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. dihapus;
4. ‘otokopi akta kelahiran;

5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah

orang tua;,

6. fotokopi kartu tanda penduduk ayah
dan/atau ibu warga negara Indonesia yang
masih berlaku; dan

7. fotokopi kartu keluarga ayah dan/atau ibu
yang warga negara Indonesia.

bagi anak yang berusia di bawan 18 (delapan
belas) tahun dan belum kawin yang
menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu
pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
ayat (2) huruf h meliputi:

1. surat. ..
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1. surat penjaminan dari Penjamin;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. dihapus;
4. fotokopi akta kelahiran;

S. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah

orang tua;

6. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau
ibu yang sah dan masih berlaku; dan

7. fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau
ibu yang sah dan masih berlaku.

bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2)
huruf i meliputi:

1. surat penjaminan dari Penjamin;

2. Paspor Kebangsaan yang szh dan masih
berlaku;

3. dihapus; dan

4. bukti yang menunjukkan pernah menjadi
warga negara Indonesia.

bagi wisatawan lanjut wusia mancanegara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2)
huraf j meliputi:

1. surat penjaminan dari badan hukum yang
berdomisili di Indonesia;

2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
berlaku;

3. surat. ..



SK No 037542 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11 -

3. surat pernyataan mengenai tersedianya dana
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
selama di Indonesia dari lembaga dana
pensiun atau bank di negara asalnya
ataupun di Indonesia;

4. polis asuransi kesehatan, asuransi kematian,
dan asuransi tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga di bidang perdata;

5. vernyataan secara tertulis untuk tinggal di
sarana akomodasi yang tersedia selama di
Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara
sewa, sewa beli atau pembelian; dan

6. surat pernyataan mempekerjakan tenaga
kerja informal warga negara Indonesia.

7. Ketentuan ayat (6) Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 228

Dalam keadaan mendesak, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2)
dapat meminta secara langsung kepada Pejabat
Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.

Pejabat Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Pejabat Imigrasi pada Tempat
Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis
yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pejabat Imigrasi setelah menerima permintaan
secara langsung dari pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
melaksanakan Pencegahan.

(4) Dalam. ..
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(4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) tidak ada,
keputusan, permintaan, atau perintah Pencegahan
dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri
dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak permintaan secara langsung
disampaikan.

(6) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak ada keputusan tertulis dari
pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk,
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat
diajukan kembali.

8. Di antara Pasal 253A dan Pasal 254 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 253B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 253B

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
pengadaan  Paspor yang masih dalam  proses
penyelesaian, diselesaikan sampai dengan berakhirnya
perjanjian pengadaan Paspor yang sedang berjalan.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..

SK No 037543 A
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

ttd.

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 037819 A
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

L. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melaksanakan ketentuan
Pasal =3, Pasal 33, Pasai 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah tersebut telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

Untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional
dan perkembangan hukum dalamn masyarakat, Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 teatang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu
diubah.

Untuk . ..
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Untuk mendukung nertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim
investasi yarg kondusit dilakukan pemangkasan birokrasi perizinan dan
penyederhanaan prosedur. Pemangkasan birokrasi perizinan dilakukan
terhadap Izin Tinggal Keimigrasian. Izin Tinggal Keimigrasian diberikan
sebaga) dasar bagi Orang Asing untuk melakukan ksgiatan di wilayah
Indonesia. Izin Tinggal Keimigrasian merupakan salah satu jenis
perizinan yang dapat menarik minat investasi dan mendorong
kemudahan berusaha (Ease of doing business). Pemberian Izin Tinggal
terbatas dalam rangka bekerja di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
merupakan nasil dari terintegrasinya perizinan d: bidang tenaga kerja
asing. Dalam rangks bekerja Pemegang Visa tinggal terbatas diberikan
Tanda Masuk yang dapat berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas sesuai

dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa.

Penyederhanaan prosedur juga diterapkan pada penghapusan
persyaratan surat keterangan domisili untuk memperoleh Izin Tinggal
terbatas karena tidak sejalan dengan regulasi di bidang administrasi
kependudukan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya

dan mengganggu pelayanan publik di bidang Izin Tinggal Keimigrasian.

Paspor merupakan dokumen perjalanan ke negara lain atau sebagai
bentuk identifikasi sah di dalam dan luar negeri bagi pemegangnya.
Jumlah pemohon Paspor biasa cenderung meningkat dari tahun ke
t2hun dengan jenis permohonan diantaranya adalah penggantian Paspor
karena habis masa berlakunya.

Berdasarkar hal di atas, masa berlaku Paspor biasa yang semula
paling lama 5 (lima) tahun -perlu dilakukan penambahan masa
berlakunya, karena menjadi tidak efisien dilakukan penggantian Paspor
ketika halaman Paspor masih cukup banyak namun masa berlakunya

telah hatlus.

Efisiensi . . .
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Efisiensi dalam penggunaan blangko Paspor tidak hanya dilihat dari
aspek penggunaan dan distribusi, namun juga dari aspek produksi atau
pengadaan blangko Paspor. Pengadaan blangko Paspor yang dilakukan
per tahun dapat mengganggu ketersediaan blangko Paspor yang dapat
mengakibatkan terhambatnya bahkan terhentinya layanan penerbitan
Paspor. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor dan
S.arat Perjalanan Laksana Paspor tidak hanya harus tersedia, namun
juga harus terjamin keamanan dan pengamanannya. Pengamanannya
terdapat pada fitur atau spesifikasi yang bersifat rahasia dan untuk

menjamin kerahasiaan tersebut tidak dapat disebarkan secara luas.

Setiap orang berhak untuk keluar masuk dari atau ke wilayah Negara
Republik Indonesia. Dalam rangka mencegah orang yang diduga
melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran, atas permintaan
pcjabar yang berwenang diajukan permohonan pencegahan mendesak
kepada Pejabat Imigrasi di Ternpat Pemeriksaan Imigrasi dikarenakan
orang yang akan dicegah dikhawatirkan pada saat itu telah berada di
Tempat Pemcriksaan Imigrasi untuk keluar neger: sebelum keputusan
Pencegahan ditetapkan. Sebagai bentuk perlindungan atas hak asasi
manusia, pencegahan mendesak oleh Pejabat Imigrasi di Tempat
Pemerik.saan Imigrasi hanya dapat diberikan satu kali dan tidak dapat
diperpanjang atau diajukan kembali pada subyek hukuin dan perkara

hukum yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 2 . ..
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Angka 2
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 53
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 71
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 106
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 142
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
durufe
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.

Hurufg. ..
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Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan “wisatawan
lanjut usia mancanegara” adalah
wisatawan warga negara asing yang
berusia paling rendah 55 (lima puluh
lima) tahun.

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Yang dimaksud dengan “polis
asuransi kesehatan, asuransi
kematian, dan asuransi
tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga di bidang
perdata” adalah jenis polis
asuransi yang Dberlaku di
wilayah Indonesia.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Yang dimaksud dengan
“tenaga xerja informal” antara
lain pramuwisma, sopir,
penjaga keamanan, dan

tukang kebun.

Angka 7 . ..
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Pasal 228
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan
mendesak” adalah kondisi yang ditujukan
untuk mencegah orang yang diduga
melakukan tindak pidana atau melakukan
pelanggaran akan melarikan diri keluar
negeri. Orang yang akan dicegah
dikhawatirkan pada saat itu telah berada di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk ke luar
negeri  sebelum keputusan Pencegahan
ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayst (4)

Yang dimaksud dengar. “tidak ada” antara
lain karena kekosongan jabatan atau
berhalangan baik sementara maupun tetap.

Ayat (5)

Cukun jelas.

Ayat (6)

Angka 8

Pasal 253B

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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